1

KETETAPAN

MAIJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR VI/MPR/2000
TENTANG

PEMISAHAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a.

Mengingat 1.

bahwa salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan
adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi
dan restrukturisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

. bahwa dengan adanya kebijakan dalam bidang

pertahanan/keamanan telah dilakukan penggabungan
Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia dalam Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia;

. bahwa sebagai akibat dari penggabungan tersebut terjadi

kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi Tentara
Nasional Indonesia sebagai kekuatan pertahanan negara
dengan peran dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat;

. bahwa peran sosial politik dalam dwifungsi Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan terjadinya
penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak
berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan
berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, b, ¢, dan d maka perlu adanya Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat tentang Pemisahan Organisasi Tentara
Nasional Indonesia dan Organisasi Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 30
Undang-Undang Dasar 1945;

. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara
Tahun 1999-2004;
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. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Nomor I/MPR/2000 tentang Perubahan Pertama Atas Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
I1/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 1/MPR/2000 tentang Jadwal Sidang Tahunan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai
dengan 18 Agustus 2000;

. Permusyawaratan dalam sidang Tahunan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai
dengan 18 Agustus 2000 yang membahas Rancangan Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang
Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, yang telah dipersiapkan oleh Badan
Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

. Putusan Rapat Paripurna ke-9 Tanggal 18 Agustus 2000 Sidang

Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KETETAPAN MAIJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PEMISAHAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara
kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Pasal 2

(1) Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam
pertahanan negara.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan
dalam memelihara keamanan.

(3) Dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan,
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus
bekerja sama dan saling membantu.

Pasal 3

(1) Peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik
Indonesia ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
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(2) Hal-hal yang menyangkut Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia secara lengkap dan terperinci diatur lebih lanjut dalam
undang-undang secara terpisah.

Pasal 4

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Agustus 2000

MAIJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua, Wakil Ketua,
Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita Ir. Sutjipto
Wakil Ketua, Wakil Ketua,
H. Matori Abdul Djalil Drs. H.M. Husnie Thamrin
Wakil Ketua, Wakil Ketua,
Dr. Hari Sabarno, M.B.A., M.M. Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.
Wakil Ketua,

Drs. H.A. Nazri Adlani



